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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan....
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178}

20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206}

21. Peraturan. ..
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21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 ten

Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok. Tanggerang,
Puncak dan Cianjur;

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136):
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Reviu atas Laporan Kinerja Instan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842):

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tang Penataan
Bekasi,

24. Peraturan Menteri

Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana pPembangunan Jangka
Menengah Daerah., serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka  Panjang Daerah,
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunarn
Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

98 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan
[ embaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8):

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2):

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 95);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 96);

35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 42):

36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 43):

37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 44);

38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);

40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);

41, Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

42, Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta e
Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 49);
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43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 50);

44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51):

45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52):

46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2016 Nomor 53).

47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 54);

48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);

49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 56);

50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);

51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 58);

52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);

53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 60);
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54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);

90. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 62);

56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);

57. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);

o8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 65);

59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);

60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);

61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 68);

62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69):

63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);

64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 72);

65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2017 Nomor 69);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran XLII
Keputusan ini.

KEDUA . Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan
seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang meliputi:

1. persiapan penyusunan Rencana Strategis:
penyusunan rancangan awal Rencana Strategis;
penyusunan rancangan Rencana Strategis:
pelaksanaan forum Perangkat Daerah;

perumusan rancangan akhir Rencana Strategis; dan

ool AR

penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi yang
dilakukan  Badan Perencanaan Pembangunan.
Penelitian dan Pengembangan Daerah

b. melakukan penyesuaian/menyusun perubahan Rencana

Strategis, apabila Rencana  Strategis mengalami
perubahan; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kkepada Bupati

melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih
lanjut oleh Ketua Tim.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bogor.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

ﬁﬁgal 31 Desember 2018

Tembusan:

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
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LAMPIRAN XXXI KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR . 050/615/Kpts/Per-Uu/2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

A
M__

[. Ketua . Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
[I1. Sekretaris . Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

[1I. Kelompok Kerja
a. Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengkajian Peraturan:

1. Ketua - Kepala Bagian Legislasi dan Risalah.
2. Anggota 1. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-
undangarn,
2. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan
Pelaporan;

3. Kepala Sub Bagian Dukungan
Penganggaran; dan

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

3. Pelaksana Teknis : 1. Pelaksana pada Sub Bagian Kajian
Perundang-undangan;

2. Pelaksana pada Sub Bagian Pembukuan
dan Pelaporan;

3. Pelaksana pada Sub Bagian Dukungan
Penganggaran; dan

4. Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian.
b. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan:
1. Ketua - Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Kepala Sub Bagian Risalah: dan

3. Kepala Sub Bagian Hubungan Mas araka
dan Protokol. ; J :

3. Pelaksana Teknis : 1. Pelaksana pada Sub Bagian Program dan
Anggaran;

Pelaksana pada Sub Bagian Risalah: dan

Pelaksana  pada Bagian H
ub
Masyvarakat dan Protokol, o0

¢. Bidang Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data:

1. Ketua - Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan

2. Anggota . 1. Kepala S |
5 ¥ ub Bagian

Pengawasan; : o
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3. Kepala Sub Bagian Umuii dan
4. Kepala Sub Bagian Persidangarl.

3. Pelaksana Teknis : 1. Pelaksana pada Sub DBagian Dukungan
Pengawasar;

Pelaksana pada Sub Bagian Ve rifikasi.
3. Pelaksana pada Sub Dagiar Umum; dan

ada Syb bagiar Persidangdn.
4. Pelaksana pad b Bagian Persidang
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pengertian
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan berdasarakan pasal 7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah
diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra — SKPD).

Renstra SKPD atau sekarang disebut Renstra Perangkat Daerah
(PD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPJM Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dalam ketentuan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap
berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).
Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional,
Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat dan Struktur Tata Pemerintahan. Oleh karena
itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan
permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat
pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber

daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun



penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, perlu kiranya
menyesuaikan dengan perencanaan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ini merupakan
dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Adapun proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor mengikuti pola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut : diawali dengan pembentukan
tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
dan/atau Renja Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat
Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di
bidang perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dipersiapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada kepala daerah untuk
ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan
keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini
sekurang-kurangnya sebagai berikut, Ketua Tim yaitu Kepala
Perangkat Daerah, Sekretaris Tim yaitu Sekretaris Perangkat
Daerah/pejabat lainnya, dan Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja
tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja
dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan wunsur
pemerintah /non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun
dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk
melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana
perangkat daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2018-

2023 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka



1.1.

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang
mendukung visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih.
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tidak terkait secara
langsung mengacu kepada Renstra K/L maupun Renstra Provinsi Jawa
Barat.
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menjadi pedoman

penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun

2018-2023 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor
5679);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

S. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
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1.3.

Pembangunan Jangka Pangjang Daerah, rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang

RTRW Kabupaten Bogor 2016-2036;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat

DPRD.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun
2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-
2023 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Bupati Bogor
Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sebagai landasan/pedoman
dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan
penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam
pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, dan merupakan
dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5

(lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Sekretariat
DPRD. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh
anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan
Stakeholders Sekretariat DPRD dalam rapat koordinasi. Keterlibatan
beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk
memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 sebagai berikut:



BAB I

BAB 11

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, dan
sitematika penulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini menjelaskan mengenai Peran (Tugas
dan Fungsi) serta Struktur Organisasi, Sumber
Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan
Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten, Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD serta
Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan

Perangkat Daerah dan Sasaran Perangat Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Perangkat Daerah tahun 2018-2023

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Pada bab ini dikemukakan rencana program,

kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada Bab ini dikemukakan penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan



Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasidan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016,
Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;

3. Penyelenggaraan rapat — rapat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD;

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kesekretariatan
DPRD;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Adapun unsur dan susunan orgnisasi Sekretariat DPRD terdiri
dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol,
c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Verifikasi
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4. Bagian Legislasi dan Risalah, membawahi :
a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Persidangan;
c. Sub Bagian Risalah.
5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
a. Sub Bagian Dukungan Penganggaran; dan
b. Sub Bagian Dukungan Pengawasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

SEKRETARIS DPRD

Kelompok Jabatan
Fungsional

Bagian Umum dan Bagian Legislasidan Bagian Perencanaan e
. . Penganggaran dan
Kepegawaian Risalah dan Keuangan
Pengawasan

Sub. Bagian Kajian
Perundang-
undangan

Sub. Bagian
Program dan
Anggaran

Sub. Bagian
Dukungan
Penganggaran

Sub. Bagian Umum

Sub. Bagian
Hubungan
Masyarakat dan

Protokol

Sub. Bagian
Pembukuan dan
Pelaporan

Sub. Bagian
Dukungan
Pengawasan

Sub. Bagian
Persidangan

Sub. Bagian
Kepegawaian

Sub. Bagian

Sub. Bagian Risalah Verifikasi

Adapun tugas pokok dan fungsi dari sekretaris dan masing-masing
bagian sebagai berikut :
1. Sekretaris DPRD
Sekretaris mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Sekretariat DPRD



dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.
. Bagian Umum dan Kepegawaian
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan administrasi
kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta
hubungan masyarakat dan keprotokolan Sekretariat DPRD.
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan Admitrasi Kepegawaian;
b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
c. Penyiapan Rencana Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD;
d. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai Bidang
Tugasnya.
. Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu
Sekretariat dalam menyelenggarakan pengelolaan program dan
anggaran, pembukuan dan pelaporan serta verifikasi keuangan.
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
Pengelolaan Penyusunan Program dan Anggaran;

a.
b. Pengelolaan Penyusunan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;

o

Penatausahaan Keuangan;

o

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan

Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

. Bagian Legislasi dan Risalah

Bagian Legislasi dan Risalah mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam pengkajian produk hokum, menyelenggarakan persidangan

dan pembuatan risalah rapat DPRD.

Bagian Legislasi dan Risalah mempunyai fungsi :
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Mengumpulkan, Mengolah, Mengkaji dan Menyiapkan bahan-
bahan Penyusunan Produk Hukum;

Pelaksanaan Fasilitasi Rapat DPRD;

Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD;

Pelaksanaan Penyusunan Risalah Rapat DPRD;

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan
Bagian Legislasi dan Risalah; dan

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan dukungan terhadap tugas DPRD

berkaitan dengan fungsi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Pengelolaan Bahan Dukungan Penganggaran;

Pengelolaan Bahan Dukungan Pengawasan;

Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Pelaporan
Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor sebanyak 160 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga

honorer dan sebagianya. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel

berikut:

TABEL JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KAB. BOGOR

No PEGAWAI JUMLAH ( ORANG) %
1. | PNS 66 41,25
2. | Kontrak / Honorer 10 6,25
3. | Sukwan 1 0,625
4. | Tenaga diperbantukan 9 5,625
5. | Outsourcing 4 2,50

Maintenance
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6. | Tenaga Rekruitmen 28 17,50
7. | Tenaga Kebersihan 15 9,373
8. | Tenaga Ahli Fraksi 7 4,375
9. | Satuan Pengamanan 20 12,50
Jumlah 160 100

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Kondisi PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2019
sebanyak 66 (enam puluh enam) orang. Apabila dilihat dari tingkat
Pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang ada, maka status
pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 36,36 %,
sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Strata 3 (S3) dan Sarjana
Muda/D3 yaitu sebesar @1,52 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel
dibawah ini.

Tabel Jumlah pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan
Pendidikan tahun 2019

NO Pendidikan Jumlah (orang ) %
1. | Strata-3 (S3) 1 1,52
2. | Strata-2 (S2) 16 24,24
3. | Strata-1 (S1) 18 27,27
4. | Sarjana Muda/ D3 1 1,52
5. | SLTA/SMK 24 36,36
6. | SLTP 3 4,55
7. | SD 3 4,55
Jumlah 66 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Sekretariat DPRD
54,55 % tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan
magister. Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari pegawai
negeri sipil yang bertugas di Sekretariat DPRD masih
berpedidikan setara SLTA ke bawah.
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2. Sumber Daya Asset/Modal
a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah luas 16.288 m2

b. Peralatan Kantor, diantaranya :

TABEL REKAP ASSET PERALATAN DAN MESIN SETWAN KONDISI 2018

Nomor Jenis Jumlah
1 AC Split 95
2 Alat Dapur lain-lain 604
3 Alat Komunikasi Telephone Lain-lain 10
4 Alat Pemanas 6
5 Alat Pembersih Lain-lain 1
6 Alat Penghancur Kertas 4
7 Alat Rumah Tangga Lain-lain 51
8 Audio Amplifier 27
9 Camera +Attachment S
10 Dispenser 15
11 Faximile 5
12 Filling Kabinet Besi/Metal 7
13 Handy Cam 2
14 Handy Talky (HT) 15
15 Jeep 8
16 Kabel listrik 2
17 Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya 6
18 Kompor Gas 2
19 Kursi Biasa 1
20 Kursi Putar 200
21 Kursi Rapat 252
22 Laptop 7
23 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 17
04 Lemari Bukg unt}lk Pejabat Eselon I /Wkl 1
Gub/Bupati/Walikota
25 Lemari Es 3
26 Lemari Kayu 2
27 Lensa kamera 7
28 Meja Kerja 37
29 Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 1
30 Meja Podium 1
31 Meja Rapat 63




32 Mesin Absen (Time Recorder) 3
33 Mesin Ketik Manual Longewagen 3
34 Mesin Kompresor 2
35 Mesin Penghisap Debu 1
36 Mesin Photo Copy dengan kertas double Folio 1
37 Mesin Potong Rumput 10
38 Meubelair Lain-lain 721
39 Microphone /Wireless Mic 2
40 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 37
41 Personal Komputer (P.C. Unit) 38
42 Personal Komputer lain-lain 18
43 Pesawat Telephone 5
44 Power Amplifier 97
45 Printer 46
46 Proyektor +Attachment 2
47 Rak Besi/Metal 10
48 Recorder Display Lain-lain 1
49 Scanner 2
50 Sepeda Motor 20
51 Slide Projector 3
52 Sofa o}
53 Sound System 8
54 Tustel/Camera Digital 2
55 TV Monitor 11
56 Unit Power Supply (UPS) 9
57 Vaccum Pump 2
58 White Board 2

MASING-MASING SUB BAGIAN

TABEL KEBUTUHAN IDEAL YANG WAJIB DIPENUHI UNTUK

NO Jabatan Jumlah Jumlah Lebih/ | Keterang
PNS Kebutuhan | Kurang an
Tahun PNS (org) (org)
2019
(org)
1 | Sekretaris 1 1 - terpenuhi
2 | Kepala Bagian 3 4 -1 Kurang
3 | Kepala Sub Bagian 11 11 - terpenuhi
4 | Staf sub Bagian 13 16 - | Kurang
Umum 3
5 | Sub Bagian Hubungan 10 8 2 Lebih
Masyarakat dan
Protokol
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6 | Sub Bagian S 5 - terpenuhi
Kepegawaian
7 | Sub Bagian Program 1 3 -2 Kurang
dan Anggaran
8 | Sub Bagian S 6 -1 Kurang
Pembukuan dan
Pelaporan
9 | Sub Bagian Verifikasi 1 2 -1 Kurang
10 | Sub Bagian Kajian 3 5 -2 Kurang
Perundang-undangan
11 | Sub Bagian 1 3 -2 Kurang
Persidangan
12 | Sub Bagian Risalah 2 2 - terpenuhi
13 | Sub Bagian Dukungan 4 4 - terpenuhi
Penganggaran
14 | Sub Bagian Dukungan 6 7 -1 Kurang
Pengawasan
jumlah 66 77 -11 Kurang
Berdasarkan data di atas jumlah pegawai negeri sipil/ASN

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor masih kurang dibandingkan

dengan kebutuhan analisis Jabatan.

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

Tabel berikut menyajikan tingkat Capaian Kinerja Sekretariat
DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Periode sebelumnya (2013-

2018) menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor 2013-2018 (Lampiran)
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1 TABEL 2.1
2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
4 | URUSAN : WAJIB PENDUKUNG
5 | BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
6 | PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
5 Target Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Indikator
s K| sinnya | 24 | 2015 | 2016 | 207 | a8 | 2w | 2015 | 26 | 2007 | 218 | 4 | 215 | 6 | 2017 | 2098
g 1 2 3 4 5 [3 T 8 9 10 1 12 3 1 1% 16 1 1@ 19 2
10 | |Raperda ada ada 12 15 12 10 15 12 83%| 100%| 100%,
12 Perda APBD perubahan, penetapan, dan p ada ada 3 3 3 3 3 3 100%| 100%| 100%
14 Jaring aspirasi masyarakat ada ada 24 48 48 24 48 48 100%| 100%| 100%
15
16 Raperda Inisiaff ada ada 2 1 5 2 1 5 100%| 100%| 100%
13 Sosialisasi produk hukum DPRD ada ada 2 2 2 2 2 2 100%| 100%| 100%
19
20 Il |Persentase ingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan B5%|  85% 83%|, 8a% 100%| 100%
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 4.1 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Tabel 7.1 Tabel 7.2 (O] L] r
Tabel 2.1 menunjukkan tidak ada gap pelayanan, terlihat pada
pencapaian Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah yaitu IKK (Persentase tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota
DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor) pada
. . o
akhir tahun anggaran mencapai 100%.
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor (Lampiran)
B < =] E F G H | J K L M N o P Q R S
TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
Uraiam ™) Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2014 % 2016 2018 207 2018 2014 2018 2018 2017 08 ~Anggaran Realisasi
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN
- PAD
BELANIA _—
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
- BELANJA PEGAWAI 5.001.122000| 5698636000 | 6622020000 G3H.T05.000 | 11241.943.000 5515658865 | 5.000524738 SE12.168.803 | 10.706.885.038 $953%| O670%| B89.11%| 917%%| 5524%| 2583% 25,13%
B BELANJA LANGSUNG
BELA! PEGAWAL 000 | 34024593000 4622293 000 550543 000 069,115 000 2521 644.000 3330374000 496 958 000 6650% 70,49% 7411% 7205% 9081% £11% -329%
EELANUA BARANG DAN JASA 000 | 33.175.253.000 41693722000 | 44.442 388,000 16.167.351.395 | 27.880.073.803 | 37828186703 | 40.131202.378 7068% 62,53% B40T% 90,73% 90,30% 11,64% 25T%
- BELANUA MODAL 000 | 25.169.264.000 3466.081.000 | 20.311.812000 7.596.902.108 | 26.423.007.115 2085207.360 | 17.182724.952 29,33% 90,50% o7 4% 86,13% BASGH( 13557% 13981%

Tabel 2.2 menunjukkan rasio antara realisasi dan anggaran
sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 s/d 2018 tidak
mencapai 100%. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) rasio antara
realisasi dan anggaran Tahun 2014 s/d 2018 dapat dikatakan baik.
Untuk Belanja Langsung, yaitu Belanja Pegawai serta Belanja Barang
dan Jasa sudah cukup baik terlihat dari rasio berkisar antara 62,5%
s/d 97%, sedangkan Belanja Modal pada Tahun Belanja Langsung
Tahun 2014 kurang baik yaitu 29,5% dikarenakan gagal lelang dalam

kegiatan rehabilitasi gedung ruang Paripurna DPRD.
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD
Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di
bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan
tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus
dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan
terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan
daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya
perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang
tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut,
telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula
terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam

menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun

eksternal, antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

1) Jumlah pegawai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi belum
terpenuhi

2) Belum dilengkapi dengan piranti untuk melaksanakan SOTK
sebagaimana mestinya (SOP, Uraian Tugas belum optimal,
anjab belum dijalankan);

3) Perencanaan anggaran belum optimal.

4) Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum
optimal

5) Masih terbatasnya jumlah pegawai yang kreatif, inovatif dan

berintegritas

2. Lingkungan Eksternal
1). Sering terjadinya perubahan peraturan perundang undangan
yang terkait dengan kedudukan, tupoksi, hak dan wewenang

DPRD dan Pemda;



2).
3).

4).
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Dinamika kehidupan politik yang distabilitas;
Tuntutan dan kritikan masyarakat terhadap DPRD dan Setwan
semakin kritis

Pelaksanaan pemilu pilpres, pileg dan pilkades.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tabel

Berikut

pelayanan Sekretariat DPRD

Tabel 3.1

disampaikan pemetaan permasalahan

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Tuntutan yang
tinggi dari DPRD
terhadap kualitas
pelayanan
Sekretariat DPRD

SDM yang
belum optimal

Sumber daya manusia yang belum
optimal dalam menjalankan tugas
dan fungsi

Kurangnya jumlah SDM yang
sesuai Analisis Jabatan

Belum adanya pembinaan tim kerja
yang solid

Sarana dan
Prasarana

Pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana belum
optimal

Belum ada
SOP

Belum tersedianya
standar/manual/pedoman /aplikasi
pelayanan dan dukungan dalam
rangka penyelenggaraan tugas-
tugas kedewanan
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3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu
organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan
membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan permendagri
Nomor 86 tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor tahun 2013-2018 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR
TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN*.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas

adalah:

1. Kabupaten Bogor adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di
Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia
atau masyarakat dala arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu

kebudayaan yang mereka anggap sama.

2. Termaju adalah bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor
memiliki laju yang massif. Bisa menandingi laju pencapaian

pembangunan di Tingkat Jawa Barat maupun Nasional.

3. Nyaman adalah Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang
nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian, dan

ramah untuk berinvestasi.

4. Berkeadaban adalah masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya.
Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu
menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan

berakhlakul karimah.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan
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pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan
kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke
depan, dan memperhitungkan peluan yang dimiliki, maka ditetapkan 5

(lima) misi sebagai berikut :

o Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat yang berkualitas

<> Misi Kedua :
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan
berkelanjutan

X Misi Ketiga :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

<> Misi Keempat :
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan,

dan berkelanjutan

X/

o Misi Kelima :

Mewujudkan kesalehan sosial
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Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No Visi, Tupoksi PD Permasalahan | Faktor Penghambat
Misi/Program dan Pendorong
Kerja
KDH/WKDH
1 | Visi: tugas Tingkat Faktor penghambat:
Terwujudnya | penyelenggaraan Kepuasan DPRD | antara lain SDM,
Kabupaten administrasi terhadap Sapras, Metode,
Bogor kesekretariatan pelayanan Anggaran, Pimpinan
Termaju, dan keuangan, | penyelenggaraan | dan Anggota DPRD,
Nyaman dan | mendukung Tugas dan | perubahan
Berkeadaban | pelaksanaan tugas | Fungsi DPRD | perundang-
2 | Misi Ke- 3 : dan fungsi DPRD, | masih belum | undangan/regulasi
Mewujudkan | serta menyediakan | optimal teknis
tata kelola | dan
pemerintahan | mengoordinasikan Faktor pendorong :
daerah yang |tenaga ahli yang 1.sebagai fasilitator
baik diperlukan oleh kemitraan pemda
DPRD dalam dengan DPRD
melaksanakan hak dalam
dan fungsinya penyelenggaraan
sesuai dengan pemerintah daerah
kebutuhan. yang baik
2.DPRD merupakan
(UU No 23 Tahun lembaga legislatif
2014) daerah yang
memiliki tiga
fungsi strategis
yaitu legislasi,
anggaran dan
pengawasan
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor kedududukannya tidak secara

langsung berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan

tidak bertanggung jawab

langsung juga terhadap pelaksanaan

tugasnya, namun dari tugas pokok dan fungsinya hampir sama.




Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD
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Tabel 3.3

Provinsi/Kabupaten/Kota

No Renstra K/L dan Tupoksi PD Permasalahan Faktor
Renstra Provinsi/ Penghambat
Kab/ dan Pendorong
Kota
1 | Renstra Sekretariat | menyelenggarakan Sinkronisasi Faktor
DPRD Provinsi Jawa | pelayanan administrasi agenda Penghambat :
Barat: dan pemberian pemerintahan Lemahnya
dukungan terhadap (antara koordinasi dan
Tujuan : tugas pemerintah dan | sosialisasi
Mewujudkan tata dan fungsi DPRD, serta DPRD) belum
kelola pemerintahan | menyediakan, dan optimal Faktor
yang baik, keuangan | mengkoordinasikan Pendorong :
daerah yang sehat, Tenaga Ahli sesuai DPRD
dan inovasi dengan kebutuhan DPRD merupakan
pembiayaan dan kemampuan lembaga
pembangunan keuangan Daerah. legislatif daerah
untuk mendorong (Perda Provinsi Jawa Barat yang  memiliki
pembangunan Jawa | Nomor 6 tahun 2016) tiga fungsi
Barat strategis  yaitu
legislasi,
Program : anggaran dan
Program pengawasan
Peningkatan

kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah

3.4 TELAAHAN
RPJMD

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS PADA

Sekretariat DPRD dalam pelayanan perangkat daerah tidak

langsung berkorelasi dengan kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang

Wilayah) dan hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

3.5

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam proses perencanaan, isu-isu strategis merupakan mutlak

harus ditentukan.

Keberhasilan mengidentifikasi

isu-isu strategis

dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun

menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait,
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dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Permendagri nomor 86
tahun 2017 isu trategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu
strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum
menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah
daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.
Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang
daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat
menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

[su-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Sekretariat DPRD yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat
Daerah (Sekretariat DPRD) dan sudah disepakati dalam pembahasan
Forum Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. SDM masih kurang dari kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan
penyelenggaraan administrasi kesektretariatan dan keuangan.

2.Sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kegiatan masih
kurang

3. Seringnya perubahan kebijakan/regulasi dalam aplikasi
penyelenggaraan kesekretariatan dan keuangan

4. Belum optimalnya tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD
terhadap pelayanan Sekretariat DPRD



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa
mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2019- 2023 menetapkan tujuan dengan

rumusan sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program

dan kegiatan.
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Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator
sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran

yang ingin dicapai adalah :

SASARAN : Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung
tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah,

Penganggaran dan Pengawasan

Tujuan dan Sasaran serta indikator dan target Sekretariat DPRD

disajikan dalam tabel 4.1 Program Utama dan Program Penunjang berikut :

TABEL4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
KONDISI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN|  AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN
SASARAN KINERJA
2018 219 A0 221 02 23
1 2 3 4 5 [} 7 § 9 10
1| Meningkainya Kapasias Lembaga 1 Indikaior Tujuan - Niail SAKIP B B B B BB A
Peruiakian Rakyat Darah dalam Sefretariat DPRD

Penyeienggaraan Pemeriniahan
Dagrah

1 Terwujudnya paringkatan kelancaran unuk | 2 | Indikator Sasaran * Persentase 85% 8% 86% 87% 88%
mendukung ugas dan fungsi DPRD dalam Tingkat Kepuasan Pimpinan dan
Pembeniukan Peraiuran Daerah, Anggota DPRD terhadap
Penganqggaran dan Pengawasan Pelayanan Sekreiariat DPRD

89%




PROGRAM KESEKRETARIATAN (PROGRAM PENUNJANG)
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KONDISI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN SASARAN KINERJA
2018 2019 2020 2021 2022 223
1 2 3 4 5 13 7 8 9 10
1 Meningkainya Tata Kelola 1 [Meningkainya kualtas pelayanan publk 1 |Indeks Kepuasan Layanan cro o N o
Pemeriniahan (Sekretariat DPRD) Kesekretanatan - - 85%) 10% 75% 80%)
2 L“.:Zbla P;kn;ferlnmhan yang bk, 2 Persentase Pemenuhan Sarana
e dan e dan Prasarana yang berkualtas 100% 100% 100% 100%
uniuk seluruh pegawai
3 |perseniase pelayanan
) 90%)| 9% 92%| 93%)|
kepegawaian - -
4 |Persentase Perencanaan sesual 0% 2% 9% 0%
farget - -
3 |Persentase kinerja keuangan "
= 9 92% 93%)
perangkat daerah sesuaitarget - - % 1% 2%




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Strategi dan
arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi
dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan
bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi
dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi
dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan
melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan

dalam tabel 5.1 berikut :

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBUJAKAN

WISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

TUIUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBUAKAN
Meningkatnya Kapasitas Lembaga 1 Terwujudnya peningkatan 1 peningkatan dukungan tugas dan 1|Mengoptimalkan koordinasi
Perwakilan Rakyat Daerah dalam kelancaran untuk mendukung fungsi DPRD dalam pembentukan antara DPRD dengan Pemerintah
Penyelenggaraan Pemerintahan tugas dan fungsi DPRD dalam perda, penganggaran dan Daerah dalam pembentukan
Daerah Pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan Perda, penganggaran dan

Penganggaran dan Pengawasan pengawasan;

2|Mengoptimalkan sumber daya
yang ada sesuai dengan tupoksi;

3|Meningkatkan sinergitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan Sekretariat DPRD




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Pada bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk

menjawab strategis, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah

kebijakan.

A.Program Utama

II.

III.

IV.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah, indikator : Jumlah workshop yang difasilitasi

(program dan indikator ini hanya sampai dengan tahun 2019)

Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Perda,
indikator:

1. Persentase Raperda yang difasilitasi
(indikator ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 s.d 2023)

2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD

Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan, indikator :

Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD

Program Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan,
indikator :

Jumlah fasilitasi kehumasan dan keptrokolan DPRD

(program dan indikator ini hanya sampai dengan tahun 2019)

B. Program Penunjang

I‘

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019,

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator :

Persentase Kegiatan yang dilaksanakan

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator:

Persentase Kegiatan yang dilaksanakan

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, indikator : Persentase

Kegiatan yang dilaksanakan



IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, indikator :
Persentase Kegiatan yang dilaksanakan
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja, indikator : Persentase Kegiatan yang dilaksanakan

Penentuan Program dan kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan

2023, ditetapkan sebagai berikut :

Program Utama :

I‘

II.

Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Perda,
Indikator program :
1. Persentase Raperda yang difasilitasi

2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD

Kegiatan, meliputi :

. Pembahasan rancangan peraturan daerah

. Penyelenggaraan Tugas Bapemperda

. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

. Rapat-rapat Paripurna

. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor

. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah

. Penyusunan Rencana Kerja DPRD

O 0o N & o » W N =

. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Indikator program : Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan
pengawasan DPRD

Kegiatan, meliputi :
1. Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran

2. Penyusunan bahan koordinasi, konsultasi dan studi banding komisi —
komisi

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi DPRD

4. Reses DPRD



5. Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD

6. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan

Program Penunjang :

I. Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD

Indikator program :

1.
2.

3.

Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas
seluruh pegawai

Persentase pelayanan kepegawaian

Kegiatan, meliputi :
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah

Pengelolaan Keamanan Kantor

Pengelolaan Kebersihan Kantor

Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perangkat
Daerah

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional/Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer
dan Komunikasi

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran



23.
24.
25.
26.
27.

Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

II. Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD

Indikator :

1.
2.

Persentase Perencanaan sesuai target

Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target

Kegiatan, meliputi :

1.
2.
3.

® N oo

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Verifikasi Perencanaan, Pertanggungjawaban
Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Uraian tentang program, capaian program, indikator output dan

target 5 (lima) tahunan yang menjadi penjabaran dari arah kebijakan dan

mendukung program serta uraian tentang kegiatan, output, indikator output

dan target 5 (lima) tahunan yang menjadi penjabaran dari arah kebijakan

dan mendukung program dalam lampiran tabel 6. 1.



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk
indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. IKU
merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada
Bab IV. Selain IKU perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja
kunci (IKK) untuk penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang

merujuk indikator program pada Bab VI.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah “PERSENTASE
KEPUASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD” dengan capaian dan target tiap tahunnya
ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut :

TABEL7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kondisi Kinerja

2018 2019 2020 2021 2022 2023

pada awal TARGET CAPAIAN TAHUN Kondisi Kinerja
No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Satuan periode RPJMD pada akhir periode

RPJMD (2023)

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan
1 |Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat % 85% 85% 86% 87% 88% 89% 89%
DFRD

Selanjutnya Indikator kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu,

dengan target capaian tiap tahunnya, sebagai berikut:
A. Indikator Program Utama

1. Jumlah workshop yang difasilitasi

2. Presentase Raperda yang difasilitasi

3. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat

Kelengkapan DPRD
4. Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD

S. Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokolan DPRD
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B. Indikator Program Penunjang

1. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan

2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk

seluruh pegawai

3. Persentase pelayanan kepegawaian

4. Persentase Perencanaan sesuai target

5. Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target

Indikator kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat

DPRD Kabupaten

Bogor) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor

disajikan dalam tabel 7.2, sebagai berikut :

TABEL7.2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPIMD

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM UTAMA
Kondisi Kinerja o
pada aval TARGET CAPAIAN TAHUN s
No Indikator Satuan periode RPJMD pada akhir periode
RPJMD (2023)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 |Jumlah workshop yang difasilitasi kali 7 7 - - - -
2 |Presentase Raperda yang difasiltasi % 70% 75% 0% 5% 85%
3 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada sefiap Alat-alat |  Ada/Tidak ada ada ada ada ada ada ada
Kelengkapan DPRD
4 Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan adalTidak ada ada ada ada ada ada
pengawasan DPRD
5 |[Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokolan DPRD kali 156

TABEL7.2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENUNJANG
Kondisi Kinerja o
pada awal TARGET CAPAIAN TAHUN R
No Indikator Satuan periode RPJMD pada akhir periode
RPJMD (2023)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 5 6 7 8 8 10
1 |Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100 100 - - - - -
2 |Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % - - 65 70 75 a0 80
3 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang 100 100 100 100 100
berkualitas untuk seluruh pegawai %
4 |persentase pelayanan kepegawaian % 90 91 92 93 93
5 |Persentase Perencanaan sesuai target % 100 100 100 100 100
6 ;&;;st:ntase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai % 90 o 9 % 03
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TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN : WAIJIB PENDUKUNG
BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

Taraet Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Ca
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK IK?( Indikator
Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
| [Raperda ada ada 12 15 12 10 15 12 83%| 100%
Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungjawaban ada ada 3 3 3 3 3 3 100%]| 100%
Jaring aspirasi masyarakat ada ada 24 48 48 24 48 48 100%]| 100%
Raperda Inisiatif ada ada 2 1 5 2 1 5 100%]| 100%
Sosialisasi produk hukum DPRD ada ada 2 2 2 2 2 2 100%]| 100%
[l |Persentase tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan 85%| 85% 85%| 85%
Sekretariat DPRD




paian pada Tahun

2016

2017

2018

18

19

20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%




TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
Uraian *) Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN
- PAD - - - - - - - - - - - - - - - -
BELANJA/
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
- BELANJA PEGAWAI 5.001.122.000 5.698.636.000 6.622.020.000 6.331.709.000 11.241.943.000 4.977.578.671 5.515.698.865 5.900.924.738 5.812.168.803 | 10.706.885.098 99,53% 96.,79% 89,11% 91,79% 95,24% 25,83% 2513%
B. BELANJA LANGSUNG
- BELANJA PEGAWAI 2.623.575.000 2.935.235.000 3.402.493.000 4.622.293.000 550.543.000 1.755.100.000 2.069.115.000 2.521.644.000 3.330.374.000 499.968.000 66,90% 70,49% 7411% 72,05% 90,81% 6.11% -3.29%
- BELANJA BARANG DAN JASA 30.071.762.000 25.855.115.000 33.175.253.000 41.693.722.000 44.442.388.000 21.254.037.604 16.167.351.395 27.889.073.803 37.828.186.793 |  40.131.202.378 70,68% 62,53% 84,07% 90,73% 90,30% 11,64% 22,57%
- BELANJA MODAL 19.800.482.000 8.385.897.000 25.169.264.000 3.466.081.000 20.311.812.000 5.846.381.900 7.596.962.108 24.423.007.115 2.985.207.360 | 17.182.724.552 29,53% 90,59% 97,04% 86,13% 84,59% 135,57% 159,81%




TABELA4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
KONDISI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN SASARAN KINERJA
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga 1 Indikator Tujuan : Nilaii SAKIP B B B B BB
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk 2 Indikator Sasaran : Persentase 85% 85% 86% 87% 88%
mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Tingkat Kepuasan Pimpinan dan
Pembentukan Peraturan Daerah, Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
PROGRAM KESEKRETARIATAN (PROGRAM PENUNJANG)
KONDISI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN SASARAN KINERJA
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya Tata Kelola 1 |Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 |Indeks Kepuasan Layanan 659 70 759%
Pemerintahan (Sekretariat DPRD) Kesekretariatan - ° ° °
2 l’:::i:?jlzlr?;:g;nntahan yang baik, 2 Persentase Pemenuhan Sarana
dan Prasarana yang berkualitas 100% 100% 100%
untuk seluruh pegawai i
3 |Persentase pelayanan 90% 91% 92%

kepegawaian




Persentase Perencanaan sesuai
target

100%

100%

100%

Persentase kinerja keuangan
perangkat daerah sesuai target

90%

91%

92%




2023

10

89%

2023

10

80%

100%

93%




100%

93%




TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI

Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

MISI 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

1 Terwujudnya peningkatan
kelancaran untuk mendukung
tugas dan fungsi DPRD dalam
Pembentukan Peraturan Daerah,
Penganggaran dan Pengawasan

1 peningkatan dukungan tugas dan
fungsi DPRD dalam pembentukan
perda, penganggaran dan
pengawasan

Mengoptimalkan koordinasi
antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah dalam pembentukan
Perda, penganggaran dan
pengawasan;

Mengoptimalkan sumber daya
yang ada sesuai dengan tupoksi;

Meningkatkan sinergitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan Sekretariat DPRD




TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, | PATA c"”“""‘l ‘TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA UNIT
TUUAN SASARAN KODE ROSRAM PROGRAM (OUTCOME) DANKEGIATAN | PAPATAHUN PADA AKHIR PERIODE KERIA
AN ot awaL [ 0% FI7T) 7001 FI77) FI7) RENSTRA SKPD (2023) SKPD. LoKas!
KEGIATAN PERENCANAN| TRRGET . TARGET . TRRGET 2 TRRGET T TARGET T TARGET 3 PENANG-
T [Frogram Utama
Weningkatiza | [PROGRAN PENNGKATAN KAPASITAS LEWBAGA PERWAKILAN Produk Fukim
setap keatan|_Kefanceran untuk mendukung DAERAR
i DPRD DPRD dalam T[0T Rancangan Perda &
Por Porda T
Pengavasan
(0002 Pameritahan ba - Juriah Repat Minagon Kelia (Bainal &
I~ Tokoh Masy./ Adama ~ Junlah saba desa (Jumiina)
~ = Jumlan donsTTams
- Rurker
- ~ Junfah Tagoran
T5[0003 Rapat Dovan = Jnlah o behan rapat AKD P}
= Jumlah apat AKD 701
I = 5908
T = rapal AKD 7
(0003 Rapatrapat Parbuma
~Jumiah Repal Parpuma 7
I ~ Junlah Wlor Bahan Raet Paruma a7
| jah L a7
(0007 Poringkatan Kapasias e DPRD i
il 4
750008 Pongeloaan Adinsias! Poaksanaan Tugas FraksrFraksi | |- Jumlah enaa ahl )
5[0 RapatParpura Bimeva Far Jad Bogor Fori Jad 7
Bogor-Laporan Hast
i Jadi Bogor
T[0T Resiaan Reses Nasa Sgana ~ Tl reses 3
= Jumiah Peserta
I Jumiah Laporan yana & susun
T5[0075 Keiatan Reses Wasa Sidana 1 = Jumiah roses 3
= Jumiah Peserta
I Jumiah Laporan yana & susun
T5[0076 Keatan Reses Masa Sidana I = Jumiah roses 3
= Jumiah Peserta
I Jumiah Laporan yana & susun
TE[wT Ketia Komis T ~Jariah ponyusunan mater kunker @
~Jumlah kuniungan keria 89
I umlah 8
T5[0018 Kot Koms T ~Jariah ponyusunan mater kunker il
~Jumlah kuniungan keria 91
I ~Jumiah L 91
T5[0018 Kot Koms I ~Jariah ponyusunan mater kunker 7
~Jumlah kuniungan keria 78
I umlah 78
T5[0020 Kot Koms V. ~Jariah ponyusunan mater kunker @
~Jumlah kuniungan keria &
I umlah L &
T5[0028 Panqgilaan AdrisiasPellsaraan Tugas Badan Anaaaran
I
I |- Jurah Perca APBD van Gasikan 7
[
T5[0025 Pongeldaan Adrinisias! Peaksanaan Tugas Badn Kehormata]-Jurlah penvusunan mater Kurker )
Jumiah kuniunaan keria %
I umiah L %
[0 Kot Badan Musvawarah ~Jariah ponyusunan mater kunker 7
Jumiah kunjungan keria 9
I Jumlah 19
T[0T Reta Pginan DPRD ~Jariah ponyusunan mater kunker 7
Jumiah kunjungan keria 206
I  Jumiah L 166
T5[0028 Rapat Dencar TS LW, Gan V|| Jurlah Rapet 9
Jumiah Peserta 665
i Jumiah Leporan 3
[0 FRomis DPRD dalam Dasrah i ponyusunan mater kunker 75
~Jumah kniungan keria 255
I umlah L 255
TB[0031 Ponyedizan Tenaga AR/ Kelompok Pekar Jumlah Tenaga A va Grekeut 3
T5[0032 Ponyusunan Pokol-Pokok Piian DPRD 2
I
I PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANG] Perda isalf 0
berundang - undangen i Sekretaral
DPRD 3[0002 Panyusinan Rencana Ker Rancangan Peraturan Per. UU_| | Juriah Perda isiatf OPRD 5
enurian kea Baleadal NA
venumana kea )
aeada
umiah Laporan 3
aeada
23[0003 Penyusunan Rencana Kela DPRD i Renla DPRD vana dsusun T
Junlzh Buku 0
7[00 Peralran Perundang-undanan | | Jumlah Buku Keputusan Pl
Buku Kepuusan
Juniah Buku Perda Fisall 000
Jumlah Buku Talo DPRD
Proaram Penuniang
PROGRAM PELAYANAN ADVINISTRASI PERKENTORAN
07 {0002 [Penved Stmber Dava Ar dan Lisik
~tlepon Ed
stk 0
~air 5
~ TV Berangganan
0T [0 ST Kendaraan
i “Rodat 7
i ~Roda? o
I




07,0008 Poned Farior = 7
= Jumiah Vang diaunakan 79
72
070010 Penyediaan Alat Tuls Karfor Jurmlah aat tus Kantor vang disediakan 77
07,0011 elakan dan Poragandaan ~ Jumlah barana dan pengaandaan va ersedia Eil}
~Jenis 2
07,0072 stk /P 2]
vanq dsediakan (lens/Bulan] 5
07,0075 Poraluran Perundana - undangan = Jumiah Weda Vas [l
Faran Lokel 20
Haran Provinst
~ Jumah Tablod
= Jumiah Buku PerUndang-Undangan
07,0076 i Kart Kantor yang tersedia 0
07,0017 Ninuman = Jumah orang 555
makanan dan 5662
07,0078 b an Konsulas ke dalam dan luar Daerah -
Konsultas! ke dalam dan lvar daerah
~ Dalam daeran 8
= Luar daerah 2
07,0079 Penyediaan Jasa Tenaga Pend. Tekais Perkanoran ks
Tenaga Honor dan Sukvan 707
Pongeloa Arsp a1
07,0020 RPD ~ Jonis dan vang 25106
diata
07,0021 Repegavaian %51
Kepegawaian vana dikelo 7
07,0022 Baran dminis &)
barang vang dkelola
07,002 Jumah pet 5
07,0028 Penvedizan J nog0ta DPRD Jomiah Peserta Medical check up 517
Weningkatkan Cakupan PROGRAN PENNGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
T Keamanan Kerla aparatur
02,0008 Pemelherazn Pagar gan Tanaman @an 7
naman
~Pengecatan Pagar
~Perbaikan Pagar Rusak
~Pengecatan Kanstin
~Pengecatan Kanstin
02,0005 tersoda 5
Roller Bing
[ Kurs Keria
020010 Penqadaan Peraiatan Kantor Kera vana erseda 7
~ Komputer
~Notebook
= Printer
~Harddisk
020013 Penqadaan Perenakapan Kantor Kantor 5
vang tersedia
Tontar
~Digal Sianate Plaver (running teks]
v
A
~Genset
~ Kamera CCTV
= Penahancur Keras
= A Purier (Penulen Uderal
= Running Tek
i)
02,001 Pemeiherazn anq dpelhera
engecatan Geduna Kantor 7
Pemelinaraan/Perbaiken Kamar Mand T
Pemelinagan/Perbakan Alap Piapon vana
ocor
erbaikan Pinu-Diny dan Jendek
Keta
02,0021 Pemeiherazn Jatatan 5
Roda &
02002 Pemeiherazn Dings | Operasional vana T
dpeinara
[ i
[ Roda2 64
02003 7 Geduna 7
02,008 Femeiherazn vana dpelhera g
eia Keria
eia Rapal
ofa
eia Piel
02,0029 Pemeiharaan RuliBerkela Peralatan Gedund Kantor vana dpelhera
Mesin Fax
Printer &
Mesin ik
otebook
P £
Up arade svslem
Monior
Scan ant vius
02,0030 Pemeiheraan Rut | Berkalz Perienakapan Geduna Kantor 3
dpeinara:
Pompa air
ispen:

Jaringan ins. Air
ran

C
ensel
Lemari buku
Lemari arsip
020031 Pemelinaraan Halaman Kanior Tersed T parkir
020033 Pemelinaraan rin | 5 L Jumiah instalasi TStk dan

komunikasi vana dipelihara.




020058 Pemelharaan RutiBerkala Jarngan Komputerisast Tuiah Kompuer vana dipeihara 7
020071 Pomeharaan RulBerkala Aat-alat Sudio dan Komunlkas! Ve Alt-fat Komunkas! Gan Sudo vand
pelhara
ound system
irless
andycam
mera
1o
Weningkainva PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR
perkanioran K
03,0001 Penqadaan Pakaian Dinas Besera Jumlah Pakalan Dings beseria T
perfengkapannya vana disedakan
~Jumlah PSH
~Junl
~Jumlah POH engan paniana
~Jumlah POH fengan pendek
~Jumlah PSR
~Junlah PSH aparatur
03,0003 Pengadazn P 722
a dsedakan
Weningkatnva apar PROGRAM PENNGKATAN KAPASITAS SUBER DAYA APARATUR
an
05,0003 Bimbingan Tek Peraturan Perundand - undangan - 26
050005 Partingan T 778
Dengafian
PROGRAM PENNGKATAN PENGEMBANGAN SISTEN PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
06,0001 Penyusunan Laporan Capalan Realsasi Kinera G 7
SKPD euvangan kanlor 70
LAKP
IANKIY
JANKIN PERUBAAN
KPJ
06,0002 Teporan kevangan 0
Semesteran
T . Somester T 0
[ 2 Semester 1
060008 Penyusunan Pelaporan AN Tahun Teporan 7
Keuangan akhir tahun SKPD 20
06,0005 )
nagaran 50
OPA
RKA
RKA Pembahan
DPPA
06,0006 Penatausahaan Keuangan SKPD dminisias! keuangan &
060014 KPD ©
790
06,0010 Monforing, Evaluas! dan Pelaporan SKPO T monftoring dan evluast 206
06,0012 ataan Arsp Kevangan Sekretariat DPRO arsi kevanan il
Program Utama
T Wenindkainva Kapasias Lembaga [ I PROGRAM PENNGKATAN KAPASITAS LEWBAGA PERWAKILAN RAKYAT 4200.000.000 3.976.875.000
Perokian Rakvat Daerah dalam | fasitai kepada Pimoinan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan | anggota DPRD dalam menjalankan 0001 bintek DPRD yang 6 KegatanlLaporan 4200000000 Sekretariat DPRD | Giinong
diasiltasi
3976875000
Tungsinya Jumiah kegiatan BimtekWorkhop T Kegiatan/Laporan
Jurmiah pelaksanaan bimtek DPRD yang 6 KegiatanlLaporan
difasiltasi
— 1 Keaiatanl
LN ] ) PROGRAM PENVELENGGARAAN FASILITASI FUNGSI PEMBENTUKAN | T Presentase Raperda yang dfasiiast 9282.387.000
7 Tersedianya Rencana Kerla Tehunan pada
Sellap Alatalat Kelengkapan DPRD Kebupaten
(0001 |Pengeloiaan Pembahasan rancangan peraluran daerah Jumiah Pembahasan raperda yang d fasitasi 7 Kl (Perda Pert & Dok 4229100000
Perseh
7 dokumen
0002 Pengeloiaan Penyusunan rancangan Peraturan daerah Jumiah penyusunan Rancangan Peraturan 3 Kl 1700000000
ravat 3 Dokumen
0003 iisas Peraturan perda yang & 4 Kali 257.199.000
fasiltasi
Jumiah lanoran 3450 _| Dokumen
Jumiah kegiatan sosialisasi perda yang i 4 Kali
fasiitasi
Jumizh aporan 3450 | Dokumen
0004 |Pengeloizan Rapat.rapat At Kelengkapen Dewan Jumiah Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang 6 | Kl 549560000
Difasliasi
B | i
0005 Pengeloiaan Rapatrapat Paripurna Jumizh Repat apat Paripuma 4|kl 838 902,000
14| Kl
0006 il iumiah R HariJni Bonor vano Afasiast 1 Kall 425,000
1 Dokumen
0007 Pengeloiaan Penyelenggeraan Tugas Badan Musyawareh Jumiah Rapat Badan Musyawarah Yang 4 Kali 762711.000
Difsiltasi
4 Dokumen
Jumiah Rapat Badan Musyawarah Yang 4 Kall
Diasitasi
4 Doumen
0009 | Pengelolaan Penyustnan Rencena Kerja DPRD Jumizh Kegiatan Penyusunan Renja DPRD 1 Kali 494990000
Yane i fasltasi
1 Dokumen
@od 1w PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN 14.650871.000
o001 Tunas Ranal B Dokumen 3306 448000
5 L anoran
0002 Konsutasi dan st Laporan koordin 13| Laporan 1990055000
handina
Rekomendasi Koordinasi, Konsultasi dan St 13| Rekomendasi
handing




0003 Konsultasi dan studi Lo s, Koot S 72| Laporan 2207.380.000
bandina
Rekomende oudas Korul dn Sud 72| Rekomendasi
andin
(0004 [Penyusunan bahan koordinasi, konsulas Gan st banding korisi I Lapnran Koordinasi, Konsulasi dan Studi 3| Laporan 1.990.055.000
Relomenda oudas Korul dn Sud | Rekomendasi
0005 Konsutasi dan studi Lapnran Koordinas), Konsultasi dan Studi 5| Laporan 1.990.055.000
bandina
Rekomendasi Koordinasi, Konsultasi dan St | Rekomendasi
0006 Pengeloiaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lo ordas, Kot S T | Laporan 455,000,000
handina
Relomende oudnas Korul dn Sud 11| Rekomendasi
0007 [Pengeloiaan Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan Lapnvan PengelolaanTugas badan Kehormatan 5 Laporan 565,149,000
Rekomendasi PengeloiaanTugas badan 5 Rekomendasi
Kehormatan
0008 DPRD dokumen oelaksanaan reses B Dokumen 2132611000
0009 [Penoeloiaan Penvusu dokumen ookok okiran DPRD 1 Dokumen 14118000
[ 1] PROGRAM PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN 2.116.470.000
0001 Pengeloiaan Kunjungan Kerla Pimpinan DPRD ~Jurlah kunjongan keria pimpinan DPRD yang 0 |Kai 769.482.000
diasiltasi
Jumiah laooran 10| Dokumen
0002 Pengeloiaan Hearing/dalog dan koordinasi Pmpinan DPRD jumlah Hearingldalog dan koordinasi pimpinan 24| Kai 649,674,000
DPRD yang diasiasi
—umiah L anoran 14| Dokumen
0003 ublikasi Kineria DPRD 7| Bueh 677314000
1 Edis
Proaram Penuniana
40 01 PROGRAM PELAYANAN 7.601.761.000
0007 | Penved; Sumber Davahir dan Listrk 3 [ens 1,006 200000
0002 [Penyed T operasional yang 55 |unit 81000000
dibavar sk
(0003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kartor jumiah petugas kebersian yang dibiayai | ong 567,080,000
jumlah aat kebersihan kantor yang tersedia 25 |[jenis
area pembersian Karpel ( ruangan fapat dan B ea
(0004 |Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdminstasiTeknis Perkantoran Jumiah tenaga pendukung adminstasifeknis 1088287000
Jumiah tenaga ahiikelompok paker yang
havarcn
0005 5 Jumieh Peserta Wedcal Check U 5 oo 9172000
(0021 [Penvediaan Alat Tuls Kantor leh alt vana teseda 5 [ienis 604 827 000
0022 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumiah barang cetakan yang tersedia 3| cetakan 130,643.000
jumiah penggandaan yang tersedia 23940 | folocopy
tersedin 1780 nenilidan
0023 a 7| jenis 208291000
jumlah upah pegawa komponen nstaasi 0 orang
lstikipenerangan bangunan kantor yang
terserin
[ Poraturan Jumiah etz B ienis 484900000
Jumiah Buku Peraturan Perundang-undangan 30| buku
vana ersedia
0025 i Kant g tersedia B Jeris 600000000
0026 Penyediaan Makanan dan Minuman jumiah jamuan makanan dan minuman + snack 4000 | box 255810000
untuk rapat
Jumiah jamuan makanan dan minuman + snack 843 | box
untuk tamu
0027 |Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Ke Dalam dan Luar Daerah jumiah rapat.rapat koordinasi dan konsulasi ke R 1667371000
dlam dasrh
jumiah rapat-rapat koordinasi dan konsulasi ke % |kl
i daers
0041 KPD fens dan B Keaiatan 17,157,000
0042 Jumiah dokumen administiasi kepegawaian
Kepegavaian vana dikeola 250 | Dokumen 60.459.000
0043 jumiah tenaga kera dalam Kegitan administasi
Barang barana 3 Oreng 86,992,000
0024 Jumizh Petugas Keamanan Kantor 5| Ona 617.283 000
0065 sedur (S0P Pe Jumiah SOP yana disusun T Dokumen SOP 21.309.000
[ 02 ROGRAM PENNGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15.689.550.000
002 -
0046 [Penaadaan Peraatan Kantor -
0047 [Penaadaan Perenakaoan Kanto Kantor vana terseda B Jemis 4433 059,000
0072 [Rehabiitasi Sedang/Berat Gedung Kantor i gedingyg e 2 ogata 2 Kegatan 8836659.000
rehshila
e ——" 6 Jenis
menunjang kelancaran kegiatan rehabiitasi
0702 | Pemelharaan RulBerkala Geduna Kantor doelhara 0 Keaalon 677700000
0105 | Pemelharaan Rutin/Berkala Pagar Kantor Jumiah pekerjaan pemelharean pager dan 1 Pakel 50.950000
taaman-pengecatan pagar-patakan
0106 emlaraan Laman dan haaman kartor &
Pemelharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Pokei Keniaa 6 Paket 439994000
Jumih onaga e T s e porantan
k 1 paket
0707 | Pemeiarzan Parkir Kantor
0108 |Pemelharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi ~Junlah jaingan komputersasi yang dipelinara B Jaringan 205,868,000
2 Jarinaan
jumiah tenaga kera yang erbayarkan 1 orang 1 orang
0709 | Pemenar Jabate ~Jumlah Wobi Jabatan vana Terpefhara 5 Unit 136225000
5110 |Pameiaran inberas kedarsan dnaseperssr ~ Jumiah Kendaraan dinasioperasional yang 30| UnitRoda4 31325000
dinslvara
~ Jumiah Kendaraan dinasioperasional yang 20| UnitRoda2
dinslvara
0111 Pemelharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ~ jumlah peraletan gedung kanlor yang 3 Jenis 100675000
torosihara
0112 |Pemelharaan RutiBerkala Peralatan Kantor ~ perbaikan priter 20| Unit 78.000000
~ perbaikan scanner 1 Unit
~ perbaikan notebook 25| Unit
~ perbaikan po 30| Unit
~penggantan softuare 1 Paket
~ nenonantian harduare 1 Pakel
0113 Pemelharaan Rutn/Berkala nstlasi Jaringan Listik, Komputer dan Komunikasi = umlah jaringan sk, Komputer dan 3 Kegatan 359.095.000
Kominikasiyane dinaiibars
[0 03 [PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 544.680.000
o001 Jumiah Pakaian Dinas beseria perlengkapannyal
[Pengadan Peksian Dinas Beserta 5 Jenis 493475000




‘Jumiah Pakaian Lapangan beserta

Pongataan P 5 |senis 24205000
[ Pengenal ~Jumiah Korl T 5[ Buan 27000000
~Jumiah Kartu Pengena Pegavai Sekitaral
DPRD 150 |swan
0 [0[4[08 PROGRAM PENNGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 300872000
0007 | Pencidikan dan Pelatihan Avaret Bimiek 5 dens 239372000
2003 Jumiah Kegialan Bimbingan Merial Gan Rorart
Permbinaan Mentaldan Rohani bogi Aparatur baoi Avaraur 2 | Kegatan 101500000
0 [0]4[ 65 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEW PELAPORAN 28.220000
000 7 SKPD T [ doumen 74.088.000
keuangan kanior
70 oo
0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesieran Juniah dokumen lporan keuangan 2 | doumen 50000000
Semesteran
10|k
[ i ahun Taporan Feuangan akir tahun SKPD 2 Tiens 50000000
0004 | Penyusunan Perencanzan Anggaran Jumlah Gan jens dokumen perencanazn 6 | denis 761318.000
Jumiah dan e dokumen perencanazn ED
(0005 Penatausahaan Kevangan SKPD jumiah dokumon adminisiasi kevangan 2| Laporan 128767000
0006 |Monioring, Evaluas dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen Rasi moniorng dan evalasi % | Dokumen 51800000
0008 KPD 7| Doumen 46189000
0009 KPD Junieh Rensta yang disusut [ Ookumen 54.088,000
Weringicinya Kaoasias Lemb: Program Utama
Pervakan mencuons {40 [0]4 21 Program bentukan Perda 1 ifasitast % 250t6779000 [75 % 28181316154 (80 [% 25250232760 [85 [ Tosan 71505 (65 [% 94368990419 | Setwan Gitinono
Pemariniahan D calam 2 Torsadianva Rencana Keria Tahunan [ Ada A ain A
Daersh Por oada satian
Pencauasan [
001 [Permbahasan rncangan umish Pembahasan raperda vano di fasiitasi 0 i 1027704000 [10 el 7340493114 [10[ial 10607 436,076 [10_[eal 8313778500 [40 4335307497 | Setwan Gitinono
o0 [ lal 0 kol 0 kol o0 ol 360 -
[ Tioas Bavemoeria Jumiah Perda nisatf 4 [Raperda nisialf 4357 176,000 [4 | Raverds it 5278068770 [4 | Raverda inisiait 4976.360.686 [4 | Raerda isialt 3687 436,608 [ 16 7,649,040 264 | Setwan Gitinono
Jumiah Penyusunan Mater Penunjang Kegiatan 5 [Naskah Avademk 5 [Naskah Akademk 5 [Naskah Akademk 5 [Naskah Akademk w -
Banemnerds
Jumiah Kunjungan Kerja Penunjang Kegiatan 6 | Laporan Kunjungan Keria 6 | Laporan Kunjungan Kerja 6 | Laporan Kunjungan Keria © | Laporan Kunjungan Kerja 264 B
Banemnerds
Jumiah Laporan Kegiatan Penunjang Kegiatan 12| Laporan rapat 12| Laporan rapat 12| Laporan rapat 12 |Laporan rapat % B
Banemnerds
003 [pani iumish b koo 350 [Rur T96.040.000 [ 350 [ Bukr 7a7 471867 |30 [Bua 164 654 804 [ 350 [ Buiar 165 906,796 [ 1400 794073467 | Setwan Giinona
fumish bl e sl 350 [ Ruk 350 [Ruk 350 [Ruk 350 [Buias 1a00 -
fumizh b at DPRD 350 [Ruk 350 [Ruk 350 [Ruk 350 Rk 0 -
[ 125 [Buan 647440000 [ 125 [Buan 7o 277508 [125[Buah 647865267 | 125 [Buan EIZET 2677500 130 | Setwan Gitinona
125 [l 125 i 125 i 125 ol N
05 [ Raoai-rava Parioume aroima 18 [ amrzi0000 (18 [ 72008725 |18 [ ATt [18 o ETT T917718.99% | Setwan Gitinono
18 i 18 18 i ET N
[ Jod Bocor jumiah Rast Har Jai Booor vano Diasliasi [ 7] 00000001 i 0arraer [1 i 426961689 [ ual 363.904530 T7417444% | Setwan Giinona
1 [Kedain T [Kedain T [Kedaion T [Keaiatan N
o7 Togas Badan Musvanarah Keria T 00670000 [5  [ici 216080207 |5 i EPoX N O 851681406 |20 4076570716 | Setwan Gitinona
pat Kera Penyusunan Agenda 1 Tahun Masa L 1 | 1| T i 4 -
Sidana
008 | Penyusunan Rencana Keria DPRD! Jumiah Kegiatan Penyusunan Rerja DPRD 902964000 902964000 700000000 52107743 |0 3066035743
Van i faitasi
1008 | Peringkatan Kapasizs Pimpinan dan anggota DPRD: Jumiah Pelaksanaan Bk DPRD yang 5 [Keatan  Laporan 3976875000 |5 |egitan  Laporan 4587965196 |5 |Kegitan  Laporan 4175716750 |5 |Kegitan  Laporan 4384 504688 | 20 7125069634 | Setwan Giinong
Diasiasi
& [Keoiatan /1 anoran 5 [Keoistan T anoran 5 [Keoistan /T anoran & [Keaiin [ anoran 70 N
Tumiah anoran 0 [Dotamen 0 [Dokamen 0 [Dokamen 0 [Dolamen m N
fumiah aooran 15[ nokumen 125 | nokumen 125 | nokumen 195 Dolamen a0 -
001 |Kurjungan Ketia Pimpinan DPRD Jumiah Kunjungan Keta Pimpinan DPRD yang 0 [Kan 596,600,000 [10 | Kal S50660.154 |10 |Kal 708072993 |10 |Kal 3851434 |40 2519283581 | Setwan Giinong
difasitasi
o0 bl Kinera DPRDY Jumiah Moter Publices vane disankn 7 |dm Rzaton |7 [Fas 00600 [7 [P raseat [ [Fas 468309950 [ 5137607 260 | Setwan Gitinono
0 z Program Ada 15.896.061.000 | Ada 13560874063 | Ada 13311536912 | Ada 10.198.169.196 | Ada 52966.643.171 | Setwan Giinong
opRn
o 5
o0t Tooas fad & [Doumen 3185561000 [6 | Dokumen 2717 59065 [ | Dokumen 236826772 [6 | Dokumen 2043707 053 |4 10315126227 | Setwan Giinona
Jumiah Penyelenggaraan Tugas Badan 6 |Kai 6 |kai 6 |Kai 6 |kai 24 -
Ancnan vane dasitsi
() Kansulas dan sudi Konsulas,dan st 48| Laporanirekomendasi 015630000 |48 | Laporanirekomendasi 6638105929 |48 | Laporanirekomendasi 5950124246 |46 | Laporaniekomendasi 5142453578 | 162 25955313753 | Setwan Giinong
haneinn Komisikomisi vann d st
03| Pelaksanaan onitoing dan Evaluasi DPRD) Jumiah Monioring dan Evaluasi yang 11| LaporanRekomendasi 45991000 [11 | LaporanRekomendasi 0473363 |11 | Laporan Rekomendasi 331566674 |11 | LaporanRekomendasi 286126381 |44 444157415 | Setwan Giinong
tasiing
004 [Reses DPRD Reses 7 ki Ao0a 000 [7 ke AmiEie[r 76T 70008 |7 [Kai 230073587 [6 1 658 537 618 | Setwan Gitinono
Jumizh Laporan > | Dokamen > | bokamen > | Dokamen > | Dokamen 0 -
05| Penyusunan Pokok-pokak pikran DPRD: Jumiah Penyusunan Pokok-pokok pkiran DPRD T |Laporen 1310000 |1 |Laporan 9648521 |1 |Laporan 8408284 |1 |Laporan 7255967 |4 36622772 | Setwan Giinong
v difaiiasi
010 Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan Jumizh Penyelengeraan tuga badan 5 [rekomendasi 97130000 [5 | rekomendast 50353375 |5 |rekomendasi 73666678 |5 |rekomendasi 08752830 |20 2063082863 | Setwan Giinong
1002 |Hearngidlog dan koordinas: Pimpinan DPRD Jumiah Hearing/Dialog dan Koordnas: Pimpinan 5 [Kai 730030000 [125 | Kal 73725058 [125 | Kal 603183 [125 | Kal 812.198.740 [500 3062.257977 | Setwan Giinong
o N
Program Penuniana o -
o N
0 [0 2[ 08 Prooram Penoelolaan Umum dan 1] 5 |% 10938 589000 [0 [% THaps 51450 75 [% T2050 704573 (80 |5 2660 7Rd091 [0 [% 47146 695,014 | Setwan Gitinono
2] Persentase Pemenuhan Sarana dan 100 |% 100 |% 100 |% 100 |% 100 [ % -
[Prasarana yang berkualias untuk seluruh
pogaval
3 o0 % A % % [ A
007 [Perved Stmber Dava Ardan Lsiic 3 oy 225200000 |3 [ienis 286460000 |3 [ienis 350783000 (3 Jienis 418322150 |3 fonis 5280.765.150 | Setwan Gbinona
i 3 LJarinoan 3 JJarinoan 3 JJarinoan 3 |sarnoan 12 -
ir T Jdarinoan T JJarinoan T JJarinoan T Jarnoan 0 -
elepon 7 inoa 7 inoar 7 inoar T rinoan 28 -
o2 Poraluran oran Harian Lokal 55000 [ Exsemolar 500,000,000 [5000 | Exsemolar 525,000,000 [5000 | Exsemolar 551250000 | 55000 | Exsemolar 578812500 | 20000 7.155.060.500 | Setwan Giinong
oran 77500 | Exsemolar 27500 | Exsemolar 27500 | Exsemolar 27500 | Exsemolar 110000 -
5280 | Exsemolar 5280 | Exsemlar 5280 | Exsemlar 5280 | Exsemoir 21120 -
1320 | Exsemolar 1320 | Exsemar 1320 | Exsemlar 1320 [Exsemolar 5280 -
bioid Minoouar. 2640 | Exsemolar 2640 | Exsemolar 2640 | Exsemolar 2640 | Exsemolr 10560 -
ks Peraturan 57 JBu ™ ™ E ™ 28 -
o0 K Kantor vano tersedi 6 LJenis 745567000 |8 lenis 782876850 |8 lenis 522000693 8 Jenis 863121727 |32 3213616270 | Setwan Gbinona
004 Penyediaan Malanan dan Minuman jumiah jamuan makanan dan minuman + snack 4000 [Box 255,810,000 [4000 | 8ox 268600500 [4000 | Box 282030525 [4000 | Box 296,132,051 [ 16000 102,573,076 | Setwan Gtinong
unt et
Jumiah jamuan makanan dan minuman + snack 548 [Box 548 [Box 548 [Box 548 [Box EQ) B
Ut tamu
01 o Peranoal Daeran dokumen aset vang dimoun & [doumen 106750000 [6 [doiumen 114187500 [6 [doiumen 110696875 [6 |doiumen 75691710 [24 468.726,004 | Setwan Giinono
012 Pengeloaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daeran Tersedianya AT untuk pengelolaan 6 |dens 50560000 (6 |Jenis 53088000 (6 |Jenis 55742400 (6 |Jenis 5852050 |24 217.919.920 | Setwan Gtinong
Terjamunya Makanan dan minuman untuk 7% |Box % [Box % [Box T [Box 3 B
Kegiatan penatazn asip untuk 11 Bulan (9
crann v 1 Rutan)
Tetjamunya Snack dan minuman unuK kegilan 9 [ox 198 [Box 198 [Box 1 [Box 7% B
penataan arsip untuk 11 Bulan (9 orang x 11
Butand
Tetbayamya Jasa Tenaga Keria unlk 1 Tahun T [omng T |orng T |orng T [orng 0 B
ot Jumiah Pefuoas Keamanan Kanior 0[O 61206500020 [Orana 602647250 20 [Orana 74779673 20 [Orana 51859 [0 7637 690,456 | Sotwan Gitinong
014" Pengeloaan Kebersian Kantor Torbayamya Jasa Pelugas kebersiahan dalam 1 15 |Oreng 567918000 [15 | Orang 59313900 [15 | Orang 62612959 |15 |Orang 657.436.075 |60 2447797570 | Setwan Gibinong
ahn
Torsed %5 [Jenis 75 [Jeris %5 [lenis %5 [Jeris [ -
Tetiaganya kebersian kapet (Ruang rapat dan 2 |Ae 2 |Ae 2 |Ae 2 |Ae g -
Runa Kerin)




015 [Pengelolaan Legalias Kendaraan Dinas(OperasionallJabatan Tetbayamya paiak kendaraan bermotor (Roda 35 |unit 8100000035 |unit 8505000035 |unit 89302500 |35 |unit 93767625 | 140 349,120,125 | Setwan Cibinong
4
Tetbayamya pajak kendaraan bermotor (Roda 2 |Unit 2 |Unit 2 |Unit 20 |Unit 80 -
3
022 1501 jumizh SOP vano disusun 1 dokumen 68741000 |1 iokumen 72178050 |1 iokumen 75,786,063 |1 iokumen 79576300 |4 296,282,303 | Setwan Cibinono
043 Kantor Mesin Penchancur Kertas 5 unt 109 675000 [5 nit 200658750 |5 nit 220141688 |5 nit 231.148.772 |20 860,624,200 | Setwan Gibinono
umar, 4 [unit 4 nit 4 nit 4 nit 16 -
akas. nit nit nit 4 nit 16 -
iling Kabine! 1 [Buan T Buan T Buan 11 uah 44 -
eia Keria 5 [Bun 5 [Bun 5 [Bun 15 [Buan B -
ursi Kera 0 [Buan 0 [Buan 0 [Buan 30 [Buan 120 -
044 | Pengadaan Perienokapan Geduno Kantor aroet Mushola (1Roll = 1.2m x bml 2 [Rol 39875000 [12_[Roll 41868750 [12_[Roll 43962188 [ 12 [Roll 46160297 |4 171866234 | Setwan Gibinona
045 | Pengadaan Peralatan Kantor mouterPC Unit 177,000,000 nit 185,850 000 nit 105142500 [5 nit 204890 625 | 762892.125 | Setwan Gibinono
comouter notehook 4 [unit nit nit 4 nit 1 -
inter Unit nit nit 4 it -
cannar Unit 1 nit 1 nit 1 it -
046 | Pengadazn Perienolanan Kantor h Jeris Alat Tuls Kantor T denis 5A0028.000 |61 |enis 600074400 |61 |enis 640473120 |61 |enis 672496776 |24 250387279 | Sotwan Gitinona
jumiah Jenis Celak 2 Lens 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 8 -
o Keciatan 1 eciatan 1 eciatan 1 eciatan -
047" |Pengadaan Instalasi Jatingan Listik, Ar dan Telekomunikasi ersedianya At Listrk dan Elekronik (Lampu 3 [denis 201905000 [33 nis 212000250 |33 nis 222600263 |33 is 233730276 | 132 870.235.788 | Setwan Cibinong
niiar Ratery kevna)
Tetbiayainya Jasa tenaga Kerja selama 1 tahun « [Orang & [Orang & [Orang 4 |orang 16 -
082 |Pemeliharaan Utama Kantor Jenis 4 [Keoiatan 316395000 4 [Keoiatan 332214750 4 [Keoiatan 348825488 |4 |Keoiatan 366,266,762 | 16 1363701999 | Setwan Cibinono
084 | Pemaliharaan Rutin/Berkala Penuniana Geduno Kantor 2 unit 570144000 [2 [unit 608101200 [2 [unit 638506260 [2 [Unit 670431573 |8 2496183033 | Setwan Gibinono
Tetbayamya Jasa Tenaga Kerja dalam 1 tahun 4 [orang 4 [orang 4 [orang 4 |Orang 16 -
Terpelinaranya Taman dan Halaman Kantor T |Aea T |Aea T |Aea T |Aea 4 -
Terpelinaranya pagar dan tanaman (Area T |Aea T |Aea T |Aea T |Aea 4 -
cedun kantor)
085 | Pemeliharaan bl Jabatan vano Teroelhara 5 [Mobi 477850000 [5 [ Mobil 501742500 [5 [ Mobil 526820625 [5 [ Nonil 55317110 |20 2059593731 | Sotwan Gitinona
Jumizh Mobil Jabatan vana Terelhara 30 unit 30 unit 30 unit 30 [Unit 120 -
‘Jumiah Kendarazn Dinas Operasional yang 20 |unit 20 |unit 20 |unit 20 |Unit 80 -
ora (Rodn 21
086 | Pemeliharaan Rutn 15Ut 98000000 [ 115 [Unit 102900000 115 _[Unit 108045000 [ 115 |Unit 113447250 [460 422,392 250 | Setwan Gibinono
dio Visual Unit 1 nit T nit 1 it -
i P 0 [unit 10 {unit 10 Junit 10 [unic 0 -
087 | Pemeliharaan RuinBerkala Peralatan Kantor 0 [unit 78000000 [20 [unit 1900000 [20 [unit 85995000 [20 |unit 90204750 [0 336,189,750 | Setwan Gibinono
Unit 1 nit 1 nit 1 it -
5 [unit 25 unit 25 unit 25 [unit 100 -
0 [unit 30 [unit 30 [unit 30 [unit 120 -
088 | Pemaliharaan i Listrk_Komouter dan Komunikasi Intornet 1+ Lainoan 125000000 [1_Jarinoan 131250000 [1_Jarinoan 137812500 1 Jaringan 14470315 [4 534765 625 | Setwan Giinona
cen T Lainoan +_[Jarinoan 1+ Larnoan 1 Jaringan 4 -
101 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdminstrasiTeknis Perkanforan 2 |orang 1330500000 |12 |Orang 1397025000 |12 | Orang 1466876250 |12 | Orang 1540220063 |48 5734621313 | Setwan Cibinong
7 [Omna 7 [Omana 7 [Omana 7 [Omana % B
Jumlah tenaga ahlikelompok pakar yang 17 [orang 7 |Orang 7 |Orang 7 |Orang 6 -
ihavarkan
102 | Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur. Jumlah Kegiatan Bimbingan Mental dan Ronani 2 |Kegatan 120000000 (2 [Kegiatan 126000000 (2 |Kegiatan 152300000 2 Kegiatan 138915000 8 517215000 | Setwan Cibinong
bani Anratir
103 | Pengadaan Pakaian Dinas. Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannyal 5 |denis 550000000 5 |Jenis 577500000 5 |Jenis 606375000 [5 |Jenis 636.693.750 |20 2370568.750 | Setwan Cibinong
104 | Pengelolaan Administasi Kepegawaian. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 250 | Dokumen 78500000 [250 | Dokumen 82425000 250 | Dokumen 86546250 |250 | Dokumen 90873563 | 1000 338344813 | Setwan Cibinong
vana dikelola
105 Komoeter n Bimiek 3 ens 1660196.000 [3 [Jenis 1743205800 [3 [Jenis 1A30366090 3 [Jenis 1901 884395 [ 12 7155 652 285 | Setwan Giinona
108_|Ponvediaan . 55 e 110000000 [55 [P 115500000 [55 [Py 121275000 [55 [Py 127338750 [220 474 113,750 | Setwan Giinona
0 -
a0 % Prooram iat DPRD 1 (TR 3387550000 91 [% 3556936950 02 [% 3734783708 03 [% 3921820087 [03  [% 14600 802 735 | Setwan Gihinono
2 Persentase kinerja keuangan perangkat 0 % o |% 2 |% % |% % |%
darah sesua tarcet
0 ,
o0t Tanoran keanoan 7 dokumen 100003000 [2 dokumen 105003150 [2 |dokumen 110253308 [7 |dokumen 115765973 |8 431025430 | Setwan Gitinono
samesteran
Tanoran keuanoan aknir T |doamen T [doumen T [doumen T [doamen n B
tahun
002 | Peratausahann Keuanaan Peranckat Daerah 12 Lanon 128770000 [12 | Lanoran 135208500 [12 | Lanoran 141968925 [12 [ Lanoran 149 067371 |48 555014796 | Setwan Gihinona
08 ificasi Perencanaan Jumiah L anoran Verfikasi Perencanaan 1 [lanomn 295000000 [1 | Lanoran 300750000 [1|Lanoran 25237500 [1 [ Laoran 341499375 [4 1271 486,875 | Setwan Gihinona
Keuanaan
004 Penvusunan Lanoran Canaian o 1 dokumen 74076000 [1_|domen 77779800 |1 |domen B16AATO0 [1_|doumen 575270 4 319776 820 Ghinona
keuanaan kantor 70 Ru 70 70 70 Rk 280 -
0 ,
005 Jumiah dan Jenis Dolimen Perencanaan 5 [lens 301166000 |8 [Jenis 31624500 [6_[Jenis 035515 (6 [Jenis R 6T 291 |24 1298063106 | Setwan Gihinona
Anooaran
0 ,
006 Penvusinan Perancanaan Peranakat Daerah Renia SKPD 7 [Dolamen 1155805000 [7 [ Dolamen 7 [Dolamen 1274275013 [7 | Dolamen 1397 38R 763 |8 4981664076 | Setwan Gihinona
1 [Dolumen [ Dokuman [ Dokuman 1 [Dokumen 4 -
0 ,
008 | Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daeran Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 16 |Dokumen 507.114000 |16 | Dokumen 532469700 |16 | Dokumen 559003185 |16 |Dokumen 567.047644 |64 2185724729 | Setwan Gibinong
0 ,
010 | Ranatranat Koordinasi dan Konsultas K Dalam dan Luar Daerah Dalam Daerah 205 Jhok 25625000 o 866,006 250 o 910 251563 o 055764 141|405 556,546,953 | Setwan Gihinona
Luar Daerah 299 Jhok. ok ok hokc 499 -




TABEL 7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kondisi Kinerja

pada awal TARGET CAPAIAN TAHUN Kondisi Kinerja pada
No Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Satuan | eriode RPJMD akhir periode RPJMD
2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023 (2023)
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan
1 |Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat % 85% 85% 86% 87% 88% 89% 89%

DPRD




IND

BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NO PEMERINTAHAN, SKPD DAN (OUTCOME) SATUAN 2(
PROGRAM PRIORITAS TARGET
1 2 3 4 9
Iv.6 |SEKRETARIAT DEWAN
Program Penyelenggaraan Fasilitasi o .
1 Pembentukan Perda Presentase Raperda yang difasilitasi % 70,00
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada '
setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD AdalTidak ada
Program Penyelenggaraan Fasilitasi Tersedianya dokumen fungsi penganggaran .
2 |penganggaran Dan Pengawasan dan pengawasan DPRD AdalTidak ada
Program Pengelolaan Umum dan .
3 Kepegawaian Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 65,00
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
. : % 100
yang berkualitas untuk seluruh pegawai
persentase pelayanan kepegawaian % 90,00
Program Perencanaan dan Keuangan ) .
4 Sekretariat DPRD Persentase Perencanaan sesuai target % 100,00
Perseptase kinerja keuangan perangkat daerah % 90,00
sesuai target




Tabel 7.3
IKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2023

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

)20 2021 2022 2
Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
10 11 12 13 14 15
54.191.535.000 54.191.535.362 54.191.535.362
24.142.260.000 75,00 28.181.316.154 80,00 23.250.232.650 85,00
ada ada ada
16.626.091.000 ada 14.599.550.211 ada 13.311.538.913 ada
10.938.589.000 70,00 9.279.061.160 75,00 15.759.903.559 80,00
100 100 100
91,00 92,00 93,00
2.484.595.000 100,00 2.131.607.837 100,00 1.869.860.241 100,00
91,00 92,00 93,00




PERANGKAT

073 KONDISI AKHIR DAERAH
PENANGGUNG
16 17 18 19
49.191.535.362 211.766.141.087

20.089.019.811 85,00 95.662.828.615 |Setwan
ada Setwan
11.350.331.181 ada 55.887.511.304 |Setwan
16.118.842.579 80,00 52.096.396.298 |Setwan
- 100,00 Setwan
- 93,00 Setwan
1.633.341.792 100,00 8.119.404.870 |Setwan
93,00 Setwan
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